
 

64 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Damas Dwi Anggoro. 2017. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. UB press. 

Malang.  

Djam’an Satori dan Aan Komariah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Alfabeta. Bandung. 

H. Bohari. 2014. Pengantar Hukum Pajak. Rajawali Pers. Jakarta. 

Ir. Sujamto, 1996, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika: 

Jakarta. 

Irwansyah Lubis. 2010. Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis 

Dengan Pelaksanaan Hukum. Kompas Gramedia. Jakarta. 

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. 2016. Metode Peneltian Hukum 

Normatif dan Empiris. Kencana. Jakarta. 

Kusnanto. 2019. Belajar Pajak. Mutiara Aksara. Semarang. 

Muhammad Djafar Saidi. 2014. Pembaruan Hukum Pajak. Rajagrafindo 

Persada. Jakarta.  

Phaureula Wulandari dan  Emy Iryanie. 2018. Pajak Daerah Dalam 

Pendapatan Asli Daerah. Deepublish. Yogyakarta. 

Ridwan HR. 2017. Hukum Administrasi Negara. Rajagrafindo Persada. 

Jakarta. 

Y. Sri pudyatmoko. 2006. Pengantar Hukum Pajak. C.V. Andi Offset. 

Yogyakarta.  

Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, 2015, Mengenal Profesi 

Penegak Hukum, Medpress Digital: Yogyakarta. 

 

Aturan Perundang-undangan 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 



 

65 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah.  

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak 

Daerah. 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah. 

Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Besaran Nilai 

Perolehan Air Tanah. 

Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tatacara 

Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran 

Pembayaran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah. 

Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosuder di Lingkungan 

Pemerintah Kota Makassar. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 

 

Karya Ilmiah 

A.A. Gede D.H. Santosa, 2019, Perbedaan Badan Hukum Publik dan 

Badan Hukum Privat (Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 2), 

Universitas Udayana. 

Ainul Dian Lestari, dkk., 2019, Analisis Pelaksanaan Pengawasan 

Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada 

Direktorat Jendral Pajak Tahun 2018, Jurnal Reformasi Administrasi 

Vol. 6 No. 2, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami, Bekasi. 



 

66 
 

Angger Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, Pengawasan Hukum 

Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia: Yogyakarta. 

Gabriela Rorimpandey, dkk. 2018. Implementasi Proses Pemungutan Dan 

Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa 

Selatan. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2). Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 

Gundari, 2013, Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT 

Masa Pph Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta 

Tahun 2011-2012, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta, Yogyakarta. 

Inggar riyanto, dkk. 2014. Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air 

Tanah di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang). 

Jurnal mahasiswa perpajakan. Fakultas Ilmu Administrasi. 

Universitas Brawijaya. Surabaya.  

Kusmilawaty, 2019, Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak 

Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Jurnal 

Penelitian Kitabah Vol. 3 No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Sumater Utara, Medan. 

Paras Pendeta Iditara, 2019, Implementasi Penegakan Hukum Dalam 

Hukum Pajak (Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perpajakan), Jurnal, 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. 

Sondang Situngkir, 2017, Penegakan Hukum Bidang Perpajakn Dalam 

Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota 

Pontianak), Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura, 

Pontianak. 

Vannia Nasare, dkk. 2016. Analisis Potensi Dan Efektivitas Pungutan Pajak 

Air Tanah di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal EMBA Vol.4 No.4. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 

Yohana, 2015, Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum 

dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum (Jurnal Mercatoria Vol 8 No 

1/Juni 2015), PT. Sutraco Reca Persada, Medan. 



 

67 
 

 

Internet 

Andreas Adoe. 2015. Pajak, apa definisi dan pemahaman atasnya?. 

Diakses dari: www.ortax.org [Pada 20 Juli 2020]. 

Makassar Metro. 2018. Tingkatkan Potensi Pajak ABT, Bapenda Makassar 

Butuh Water meter. Diakses dari: 

https://makassarmetro.com/2018/05/14/tingkatkan-potensi-pajak-

abt-bapenda-makassar-butuh-water-meter [Pada 14 Juli 2020]. 

Website resmi Direktorat Jendral Pajak. Sistem Perpajakan. Diakses dari: 

https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan [Pada 24 juli 2020]. 

Website resmi DPRD Kota Makassar, diakses dari: dprd-

makassarkota.go.id [Pada 14 Januari 2021]. 

Zuni Nurhidayati, 2020, Peran Internal Audit dalam Mewujudkan Good 

Governance, diakses dari website resmi Inspektorat Jenderal 

Kementerian PUPR : itjen.pu.go.id [Pada Jumat, 11 Desember 

2020]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ortax.org/
https://makassarmetro.com/2018/05/14/tingkatkan-potensi-pajak-abt-bapenda-makassar-butuh-water-meter%20%5bPada%2014
https://makassarmetro.com/2018/05/14/tingkatkan-potensi-pajak-abt-bapenda-makassar-butuh-water-meter%20%5bPada%2014
https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan


 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 



 

70 
 

 



 

71 
 

 

 



 

72 
 

 



 

73 
 

 



 

74 
 

 



 

75 
 

 



 

76 
 

 



 

77 
 

 



 

78 
 

 

 

 



 

79 
 

 



 

80 
 

 



 

81 
 

 



 

82 
 

 



 

83 
 

 



 

84 
 

 



 

85 
 

 



 

86 
 

 



 

87 
 

 



 

88 
 

 



 

89 
 

 



 

90 
 

 



 

91 
 

 



 

92 
 

 



 

93 
 

 

 


